
 
  



  



  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  





  



Evaluasi Tahap I Implementasi Smart City Tahun 2024 

Gambaran Umum 
 
Sebagai bentuk dukungannya pemerintah terhadap pengembangan Smart City di Indonesia Kementerian 
Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia bekerja sama dengan Kementerian Dalam Negeri, Kementerian 
Keuangan, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Kementerian Perencanaan 
Pembangunan Nasional/Bappenas, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian 
Koordinator Bidang Perekonomian, Kantor Staf Presiden, menginisiasi program Gerakan Menuju Kota Cerdas 
(Smart City) sejak tahun 2017, hingga tahun 2023 telah terpilih 241 kabupaten/kota yang mendapatkan 
pendapingan penyusununan masterplan kota cerdas (smart city). Selanjutnya, guna mengawal jalannya 
pembangunan kota cerdas (smart city) dan juga mengindentifikasi permasalahan serta keberhasilan dalam 
pelaksanaan pembangunan kota cerdas (smart city), maka kami telah melakukan evaluasi terhadap implementasi 
Masterplan Kota Cerdas (Smart City), untuk mengukur tingkat keberhasilan implementasi kota cerdas (smart 
city), mengidentifikasikan kendala/kebutuhan dalam pelaksanaan program kotas cerdas (smart city), serta 
memberikan masukan dan saran bagi pemerintah kota/kabupaten dalam pelaksanaan pembangunan Kota 
Cerdas (Smart City). 
 
 

Tujuan dan Ruang Lingkup 
 
Evaluasi tahap I implementasi Smart City dilakukan guna mengawal program integrasi, sinkronisasi, dan sinergi 
antara perencanaan pengembangan Smart City di tingkat pusat dan daerah, melakukan pemantauan dan 
evaluasi terhadap pelaksanaan akselerasi dokumen Masterplan Smart City dan dokumen RPJMD, melakukan 
pemantauan dan evaluasi pencapaian sasaran pembangunan Smart City di daerah, melakukan pemantauan, 
evaluasi, dan konsultasi atas implementasi dokumen Masterplan Smart City untuk program Jangka Pendek, 
termasuk Program Quick Win, serta menjamin proses pengembangan pembangunan Smart City yang efektif, 
efisien, inklusif, partisipatif dan berkesinambungan. 
Adapun ruang lingkup evaluasi tahap I ini berfokus pada; ketersedian kebijakan kota cerdas (smart city), aktivitas 
kelembagaan kota cerdas (smart city), ketersediaan infrastruktur kota cerdas (smart city), pelaksanaan program 
Pembangunan pada enam (6) dimensi kota cerdas (smart city), serta kenda/kebutuhan lainnya yang dihadapi. 
 
 

Metodologi Evaluasi 
 
Objek evaluasi implementasi Smart City adalah program pembangunan Smart City di daerah yang dinilai 
berdasarkan progress serta hasil yang dicapainya. Selanjutnya, evaluasi dilakukan pada pemerintah 
kota/kabupaten yang telah menyelesaikan proses pendampingan dengan hasil yang sesuai dengan kesepakatan 
di dalam MoU antara Walikota/Bupati dan Dirjen Aplikasi Informatika Kemenkominfo. Dimensi dan elemen 
evaluasi pada tiap-tiap dimensi dijabarkan pada tabel di bawah ini. 
 

Dimensi Keterangan 

Kebijakan 
Ketersediaan peraturan yang mendukung pembangunan Smart City di 
kabupaten/kota 
Kendala/kebutuhan yang dihadapi dalam penyusunan kebijakan dimaksud 

Kelembagaan 

Aktivitas Dewan Smart City dan Tim Pelaksana Smart City 
Pelaksanaan forum smart city 
Kendala/kebutuhan yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan dewan 
smart city/tim pelaksana smart city dan forum smart city 
 



Infrastruktur 
Kondisi terkini infrastruktur pendukung Pembangunan smart city meliputi 
infrastruktur fisik, infratruktur TIK, dan infrastruktur sosial 
Kendala/kebutuhan yang dihadapi dalam penyediaan infrastruktur smart 
city 

Dimensi Smart City 

Inovasi (perubahan sebelum dan sesudah) implementasi program kota 
cerdas (smart city) 
Kolaborasi antar Perangkat Daerah untuk melakukan inovasi, 
Kendala/kebutuhan yang dihadapi pada saat implementasi inovasi 
Rencana pelaksanaan dan penyelesaian masalah dalam program di 
setiap dimensi smart city 

Kendala 
Kendala/kebutuhan lainnya yang dihadapi berkaitan dengan pelaksanaan 
pembangunan Smart City berdasarkan Masterplan Smart City yang telah 
disusun 

 

 
 

Kelemahan 
Deddy Agus Susanto: 
 
1. Perlu komitmen dari pimpinan daerah 
2. Keterbatasan anggaran 
3. Bagaimana kinerja setiap inovasi dan dimensi belum dijelaskan dan di lampirkan bukti data 

dukungnya. 
 
Wikan Danar Sunindyo: 
 
1. Tidak terlalu ada kendala terkait dengan pelaksanaan master plan smart city 
2. Dari pelaksanaan tidak ada kendala 
3. Sulit menemukan dan mencari hal-hal yang teknis dan perlu diinsentifkan 
4. PDN sedang down, kita juga ikut terkendala 
5. Keterbatasan SDM 
6. Pendidikan dan ketrampilan masih dianggap kurang penting, kalau pelatihan masih ditanyakan 

uang saku 
7. Masih banyak daerah di Tabalong yang belum memiliki infrastruktur jaringan yang memadai, 

terutama di daerah terpencil dan pedesaan 
8. Tidak semua unit yang bisa termonitoring mengenai persampahan 
9. Penanganan persampahan masih manual, belum elektronik 
10. Kendala antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten 

 
Rini Rachmawati: 
 
1. Kurangnya koordinasi dan kehadiran pimpinan sbg pengambil keputusan pada rapat koordinasi 
2. Beberapa lokasi masih terdapat area blankspot dan sinyal yang lemah. 
 
Muhammad Iqbal: 
 
1. Keterbatasan infrastruktur teknologi dan jaringan telekomunikasi di daerah terpencil menjadi 

hambatan utama dalam pemerataan akses layanan digital dan informasi 
2. Masyarakat di daerah tersebut belum dapat sepenuhnya memanfaatkan inovasi seperti Si Paling 

Puga dan Si Mas Pemalu karena sulitnya akses internet. Hal ini berpotensi menciptakan 
kesenjangan digital antara masyarakat perkotaan dan pedesaan 



3. Tingkat literasi digital yang belum merata di seluruh lapisan masyarakat menjadi tantangan 
tersendiri 

4. Kurangnya pemahaman dan keterampilan dalam menggunakan teknologi dapat menghambat 
partisipasi masyarakat dalam program-program smart city, seperti JIKAMAKA (Pendidikan Pintar). 
Oleh karena itu, perlu adanya upaya untuk meningkatkan literasi digital melalui pelatihan dan 
sosialisasi yang lebih intensif, terutama bagi kelompok masyarakat yang kurang familiar dengan 
teknologi 

5. Ketergantungan pada anggaran pemerintah dan potensi perubahan kebijakan juga menjadi faktor 
yang perlu diperhatikan. Keberlanjutan program-program seperti BUAH PAMPAKIN dapat 
terancam jika terjadi perubahan kebijakan atau keterbatasan anggaran. Oleh karena itu, perlu 
adanya upaya untuk mencari sumber pendanaan alternatif, seperti kerjasama dengan sektor 
swasta, serta membangun kerangka kebijakan yang kuat dan berkelanjutan untuk menjamin 
keberlangsungan program smart city di Kabupaten Tabalong. Selain itu, penting juga untuk 
meningkatkan sosialisasi dan partisipasi masyarakat, serta melakukan evaluasi dan pemantauan 
yang berkelanjutan terhadap dampak dari setiap inovasi, termasuk aspek keamanan data dan 
privasi, agar program Smart City dapat berjalan secara efektif dan memberikan manfaat yang 
optimal bagi seluruh masyarakat Kabupaten Tabalong. 

 
 

Kekuatan 
A. Deddy Agus Susanto: 

 
1. Tersedia kebijakan berupa peraturan yang mendukung pembangunan smart city 
2. Dewan Smart City dan Tim Pelaksana Smart City sudah terbentuk 
3. Sejumlah inovasi pada masing-masing dimensi smart city sudah berjalan. 
 

B. Wikan Danar Sunindyo: 
 
1. Kompak semua OPD 
2. Semua perangkat daerah sudah terkoneksioSudah difasilitasi 
3. Untuk inovasi ada yang dibuat kominfo aplikasinya 
4. Tidak ada daerah yang blankspotoSalah satu program inovasi yaitu Tabalong pedia 
5. Program jika maka ampuh, anak muda punya usaha, sejak tahun 2021 
6. Ada program naik kelas dan tata rias yang gratis dan tidak dipungut biaya 
7. Ada inovasi sepat siam (sistem pelayanan persampahan tepat, bersinergi dan aman) 
8. Ada pengujian air bersih 
9. Kerja sama dengan LPPM Universitas Lambung MangkuratoAda penganggaran sudah 

dilakukanoTematiknya adalah IKN. 
 

C. Rini Rachmawati: 
 
1. Sudah terdapat Perbup Smart City dan SK Bupati untuk Dewan Smart City dan Tim Pelaksana 

Smart City 
2. Telah diselenggarakan pertemuan Dewan Smart City dan Tim Pelaksana Smart City 
3. Infrastruktur fisik, sosial, dan digital teelah tersedia dengan baik 
4. Sudah terdapat inovasi-inovasi di seluruh dimensi smart city dan sudah berjalan inovasi yang 

bersifat kolaborasi lintas OPD. 
 

D. Muhammad Iqbal: 
 
1. Karena komitmen yang kuat dari pemerintah daerah terhadap pengembangan smart city seperti 

yang ditunjukkan oleh berbagai peraturan dan kebijakan, seperti Peraturan Bupati tentang Master 



Plan Pengembangan Kota Pintar dan pembentukan Dewan dan Tim Pelaksana smart city, 
komitmen ini menjadi landasan yang kokoh untuk menerapkan berbagai inisiatif Kota Pintar di 
berbagai bidang 

2. Kabupaten Tabalong unggul dalam kolaborasi lintas Organisasi Perangkat Daerah (OPD), seperti 
yang ditunjukkan oleh berbagai inovasi seperti program MATAHARI, yang berfokus pada digitalisasi 
UMKM, dan program BUAH PAMPAKIN, yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan 
masyarakat miskin. Kolaborasi ini melibatkan OPD teknis dan non-teknis di pemerintah daerah, 
serta sektor swasta dan lembaga pendidikan, yang menghasilkan hasil yang lebih baik. Kabupaten 
Tabalong juga memiliki kekuatan inovatif 

3. Aplikasi seperti SiPalingPuga yang meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan Simaspemalu 
yang memudahkan pelaporan kerusakan lampu jalan. Ini adalah bukti bahwa Kabupaten Tabalong 
tidak hanya berkonsentrasi pada pembangunan infrastruktur, tetapi juga memperhatikan masalah 
sosial dan layanan publik dalam konteks Smart City. 

 
Rekomendasi 

A. Deddy Agus Susanto: 
 
1. Perlu peningkatan komitmen pimpinan antar Perangkat Daerah. Hal ini bertujuan untuk 

meningkatkan koordinasi antar Perangkat Daerah 
2. Pemerintah perlu mencari sumber-sumber pendanaan alternatif, mislanya CSR, KPBU atau 

investasi swasta 
3. Perlu mengukur pengukuran terhadap ketercapaian program dan dampaknya bagi masyarakat; 
 

B. Wikan Danar Sunindyo: 
 

1. Perlu perencanaan smart city lanjutan 
2. Perlu penyesuaian SDM 
3. Perlu gen Z yang diminta untuk melakukan pemasaran 
4. Perlu melihat bagaimana keberlanjutan dari program 
5. Perlu evaluasi untuk melakukan perbaikan 
6. Penanganan sampah perlu dilakukan secara elektronik. 

 
C. Rini Rachmawati: 

 
1. Perlunya meningkatkan koordinasi dan kehadiran pimpinan sbg pengambil keputusan pada rapat 

koordinasi 
2. Perlunya meningkatkan area yang masih blankspot dan sinyal yang lemah. 

 
D. Muhammad Iqbal: 

 
1. Perluasan infrastruktur teknologi dan jaringan telekomunikasi harus menjadi prioritas utama. 

Pemerintah daerah perlu bekerja sama dengan penyedia layanan telekomunikasi untuk 
memperluas jangkauan jaringan internet ke daerah-daerah terpencil, sehingga seluruh masyarakat 
dapat mengakses layanan digital dan informasi yang disediakan oleh program Smart City. Selain 
itu, program literasi digital yang komprehensif dan inklusif perlu ditingkatkan untuk memastikan 
bahwa seluruh lapisan masyarakat, termasuk mereka yang berada di daerah terpencil dan 
kelompok rentan, dapat memahami dan memanfaatkan teknologi secara optimal. Pemerintah juga 
perlu memperkuat sistem keamanan data untuk melindungi privasi masyarakat dan membangun 
kepercayaan terhadap layanan digital 

2. Keberlanjutan program Smart City harus dijamin melalui diversifikasi sumber pendanaan. Selain 
mengandalkan anggaran pemerintah, Kabupaten Tabalong perlu mencari sumber pendanaan 
alternatif, seperti kerjasama dengan sektor swasta, lembaga donor, atau melalui skema 



pembiayaan inovatif. Kemitraan dengan sektor swasta juga dapat memberikan manfaat dalam hal 
transfer pengetahuan, teknologi, dan keahlian, yang dapat mempercepat pengembangan Smart 
City. Selain itu, penting untuk membangun kerangka kebijakan yang kuat dan berkelanjutan yang 
mendukung implementasi Smart City, termasuk regulasi yang jelas dan insentif bagi investasi di 
bidang teknologi 

3. Kabupaten Tabalong perlu terus mendorong inovasi dan kolaborasi lintas sektor untuk menciptakan 
solusi Smart City yang lebih efektif dan berdampak. Pemerintah daerah perlu memfasilitasi 
kolaborasi antara OPD, akademisi, sektor swasta, dan masyarakat untuk mengembangkan inovasi 
yang sesuai dengan kebutuhan dan tantangan lokal. Selain itu, penting juga untuk melibatkan 
masyarakat dalam proses perencanaan dan pengembangan Smart City agar program-program 
yang dijalankan dapat memberikan manfaat yang nyata dan berkelanjutan bagi seluruh warga 
Kabupaten Tabalong. Pemantauan dan evaluasi yang berkelanjutan terhadap program-program 
Smart City juga penting untuk mengukur dampaknya, mengidentifikasi area yang perlu diperbaiki, 
dan memastikan bahwa program-program tersebut memberikan manfaat yang nyata bagi 
masyarakat. 

 
 
 


